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BUPATI BANTUL 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

 
NOMOR   03   TAHUN 2013 

 

TENTANG 
 

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  

DI KABUPATEN BANTUL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANTUL, 
 

Menimbang : a. bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman 

modal merupakan salah satu upaya dalam menarik 
penanam modal untuk menanamkan modalnya di 

Kabupaten Bantul; 
 

  b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 176 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 7 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan 

Penanaman Modal di Daerah, perlu diatur ketentuan 

mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan 
penanaman modal dengan Peraturan Daerah; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian 
Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul. 

    

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik    
Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

 
 

  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
 

  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 0000) 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 59); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan 
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 
 

  10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 

Modal; 
 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu; 

 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan 

Pemberian Kemudahan Penanam Modal Di Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930); 
 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 

tentang Penetapan Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten 

Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 
Seri D Nomor 11); 

 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun  2010 Seri A Nomor 08); 

 
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011  

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 04); 
 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 07); 
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  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 09); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL 
dan 

BUPATI BANTUL 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN 

PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN 

BANTUL 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah.  
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4. Bupati adalah Bupati Bantul.  

5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau Badan. 

7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam 
modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. 

8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah 

kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal 
dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. 

9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh 

penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan 
usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 

10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan 

penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan 
penanam modal asing. 

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur 

pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu. 
12. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi 

nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta 

memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah. 
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. 
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14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 
atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. 

15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. 
16. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari 

Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha 
patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi  

17. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau 
badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai 

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan 

bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip 
koperasi.   

18. Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerja sama dalam rangka keterkaitan usaha 

yang diselenggarakan oleh investor dengan pengusaha lokal khususnya usaha 
mikro, kecil, menengah dan koperasi.  

19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan 

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai 

dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam 
satu tempat. 

 

Pasal 2 
 

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal berdasarkan 

asas: 
a. kepastian hukum; 

b. kesetaraan; 

c. transparansi; 
d. akuntabilitas; dan 

e. efektif dan efisien. 

 

Pasal 3 
 

Tujuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah: 

a. menciptakan daya tarik dan  daya saing  bagi penanam modal maupun calon 
penanam modal; 

b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi penanaman modal; 

c. mendorong dan mengembangkan kawasan industri; 
d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; 

e. menciptakan lapangan kerja; 

f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 
g. mendorong meningkatnya investasi; dan 

h. meningkatkan kemitraan usaha. 

 

Pasal 4 
 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada 

penanam modal. 
 

(2) Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi  : 

a. penanam modal  baru dan akan membuka usaha; dan 
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b. penanam modal lama yang sudah melakukan usaha dan yang  akan 

melakukan perluasan usaha. 

 

BAB II 
JENIS USAHA 

 

Pasal 5 
 

(1) Jenis usaha yang dapat memperoleh insentif dan atau penanaman modal 

meliputi : 
a. PMA dengan bidang usaha terbuka dengan persyaratan; dan 

b. PMDN dengan skala kecil, menengah dan besar. 

 
(2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  meliputi: 

a. sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya; 

b. sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung 

pengembangan fasilitas pendidikan; 
c. sektor pertanian, diprioritaskan pada pengolahan hasil pertanian; 

d. sektor peternakan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan 

hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan 
kecil; 

e. sektor perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan 

pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang melakukan kemitraan 
dengan usaha mikro dan kecil; 

f. sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung 

ekspor; 
g. sektor energi, diprioritaskan untuk energi terbarukan; dan 

h. sektor industri kreatif. 

 
(3) Jenis usaha yang bersedia menyesuaikan lokasi sesuai rencana tata ruang 

dapat diberikan insentif.  

 

BAB III 
BENTUK DAN KRITERIA 

 

Pasal 6 
 

(1) Pemberian insentif  dapat berbentuk: 

a. pengurangan pajak daerah; dan 
b. pengurangan atau pembebasan retribusi daerah; 

  

(2)  Pemberian kemudahan dapat berbentuk: 
a. penyediaan informasi lahan atau lokasi; 

b. pemberian advokasi; dan 

c. percepatan pemberian perizinan. 

 
Pasal 7 

 

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada penanam 
modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:  

a. menanamkan investasi lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); 

b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;  
c. melakukan industri pionir; 

d. berlokasi sesuai peruntukannya;  

e. bermitra dengan usaha mikro dan kecil; dan 
f. melakukan alih teknologi dan ramah lingkungan. 

 

 

 


